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GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAClAN DAN PENGGUNAAN BIAYA

PERSIAPAN LELAKG UANG HASIL LfLANG HASH HUTAN TEMUAN,
SITAAN DAN RAMPASAN

CENGAN KAHMAT TUHAN YANG MAIJA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang ; bahwa ketent.uan yanq berkaitan dengan pelaksanaan pembagian dan
penggunaan biaya persiapan lefang uang hasll lelang hasll hutan temuan,
sitaan dan rampasan sebagaimana yanq teiah diatur dalam Peraturan Gubemur
Kalimantan Tengah Nomor 15 iahun 200/ befurn mencantumkan secara jelas
perihai penempatan percentage pembagian dan penggunaan biaya dimaksud,
niaka perki dilakukun perubahan terhadap ketentuan tersebut dengan
menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Dan Pengqunaan Biaya Persiapan Lekmtj Uang Hosil Lelang Hasll
Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan:

Menqinqat 1. Undang -Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Damrat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra TlngkaiIKalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang
Nomor 75 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Darat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang
(I.emlviran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang Undang Nomor 0 Tahun 1981 tentang liukum Acara Pklana
(Lembaran Negara Kepubilk Indonesia iatrun 1981 Nomor /6, lambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati Dan Lkosislemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3419);

4. Undang IJndnng Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Btikan Pajak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

t 43 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepoltsian Negara

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5.3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);



Menetapkan :

8. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertlkal Dl Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Dan Kewenangan Provinsl Sebagal Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perllndungan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

14. Instruksi Preside*i Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan
Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Dl
Seluruh Wiiayah Republik Indonesia;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut n/2005 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Petelangan Terhadap Hasll Hutan Temuan, Sltaan
Dan Rampasan;

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Pembaglan Dan Penggunaan Biaya Persiapan Lelang Uang Hasll Lelang
Hasll Hutan Temuan,Sltaan Dan Rampasan;

17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah TingkatIKalimantan Tengah Nomor
42 Tahun 1991 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Dl
Provinsl Daerah TingkatIKalimantan Tengah;

M E M U T U S K A N :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PERSIAPAN LELANG UANG
HASIL LELANG HASIL HUTAN TEMUAN,SITAAN DAN RAMPASAN.

Pasal Z

1. Ketentuan Pasal 2 diubah,sehingga Pasai 2 berbunyi sebagal berikut ;



Pasal 2

(1) Biaya Honor bag! pihak-pihak yang berjasa dalam upaya
penyelamatan kekayaan negara disbihkan sebesar 25 % (dua puluh
lima persen) untuk keglatan Operasl Pengamanan Hutan darl Biaya
Persiapan Lelang.

(2) Biaya Persiapan Lelang sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen)
adaiah sepenuhnya dikelola oleh Pemohon lelang/Panitia lelang di
Kabupaten/Kota

2. Ketentuan Pasal J diubah,sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Biaya sebagaimana dhnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disetor oleh
penyidik, penuntuf. umum maupun panitla pada Instansi Kehutanan
kahupaten/kota yang menyelenggarakan pelelangan ke rekening
Kepala Dinas atas nama Gubernur.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams dilaksanakan
selambat-iambatnya 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya
penyisihan biaya honor.

Pasaln

Peraturan Gubemur Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah.
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